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This research aimed to test the use of understanding government 
accounting standard, the use of region’s financial accounting information system, 
the influence of the role of internal audit,  and human resource competence on 
financial statement of Pati Regency. 
Population in this resaerch is an SKPD of Pati Regency. The technique of 
sampling determination used was non probability sampling technique. The sample 
consisted of 60 workers of staff accounting and head of devision. The data 
analysis technique is using multiple linier regression. 
This results of this study indicate aimed to test the understanding 
goverment accounting standard had a positive significant effect on qualiity of 
local government financial statement, secondly, region’s financial accounting 
information system hasno significant effect on qualiity of local government 
financial statement . Regency, the third, the influence of the roll of internal had a 
positive significant effect on qualiity of local government financial statement, and 
the fourth, human resource competency on quality of region’s financial report had 
a positive significant effect on qualiity of local government financial statement. 
 
 
Keyword: the understanding of accounting, financial accounting system 
utilization, the role of internal audit, human resource competence , 

















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman SAP, 
pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, peran internal audit dan 
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Pati. 
Populasi dalam penelitian ini SKPD Kabupaten Pati. Teknik penentuan 
sampel yang digunakan yaitu non probability sampling. Sampel penelitian ini 
sejumlah 60 pegawai pada bagian staf akuntansi dan kepala bagian. Teknik 
analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama pemahaman standar 
akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah, ketiga, peran internal audit berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan keempat, kompetensi 
sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualiatas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata Kunci:  Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, 
Peran Internal Audit, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat 
penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk 
mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun 
anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan 
keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan 
instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. 
Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 
pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, 
proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan 
efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keungan tersebut 
harus akurat. 
Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang 
posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. 
Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan 
keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang 
dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai  ( Fuad, 2016: 5). 
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah. 
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Menurut Nordiawan (2006) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara SAP pada 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup 
pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun di departemen-departemennya 
maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. 
Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai 
kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber 
daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan 
yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu 
sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan 
transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Sistem infomasi 
keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan 
pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan 
keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam 
pengambilan keputusan ( Yuliani, dkk, 2010).  
Menurut Isthika, dkk (2014), laporan keuangan merupakan media bagi 
sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja 
keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan 
keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam SAP 
dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi 
karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 
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 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) setiap tahunnya akan 
mendapat penilian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika 
BPK  memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan 
Keuangan ini, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar 
dan berkualitas. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mengolah 
adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( Isthika, 
dkk 2014). 
Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkanmya 
sistem  informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari 
penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya 
manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah (Isthika, 
dkk 2014). 
Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem 
akuntansi. Dimana juga untuk menghasilkan laporan keuangan daerah atau sistem 
akuntansi keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
merupakan prosedur dari tahap awal pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri No.59 Tahun 2007). 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) meliputi berbagai 
elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Perkembangan sistem informasi 
akuntansi harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi 
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yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Untuk keperluan dimaksud, Menteri 
Dalam Negeri telah mengeluarkan Kepmendagri No.13 tahun 2006. 
Menurut Yuliani, dkk (2010), fenomena yang terjadi yaitu sejak tahun 
2002, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu 
kepada Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan 
Kepemendagri 29/2002 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta praktek-
praktek internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memeiliki 
neraca daerah sebanyak 169 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang 
dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai 
dengan akhir tahun 2009 seluruh Indonesia hanya 10 LKPD yang memperoleh 
gelar pendapat WTP dari BPK RI. 
Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk 
dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih 
banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip 
akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini 
tidak wajar dan disclaimer karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah 
ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukannya. 
Selain itu menurut penelitian Sari, dkk ( 2014) juga mengatakan hal yang 
sama. Fakta yang terjadi menurut Sari,dkk berdasarkan hasil BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012, Kabupaten 
Jembrana mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Metrobali,  2013). 
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Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi 
dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem 
informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah ( Sari, 
dkk , 2014). 
Fenomena diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk 
(2014) yang mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun 
laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang 
dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat.Namun 
kenyataanya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi 
keuangan daerah tersebut.  
Berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintahan daerah yang belum 
menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan ikhtisar hasil 
pemeriksaan semester 1 tahun 2015, BPK memberikan WTP atas 666 entitas 
mendapat opini TMP. Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat 
kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan ( BPK, 2013). 
Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan 
keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi 
oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya 
manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia 
memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan,dan 




Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut telah memiliki 
pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang dikerjakan, sehingga laporan 
keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. 
Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal 
pengambilan keputusan ( Mardiasmo, 2002 : 146). 
Penelitian Yuliani, dkk  (2010) tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, 
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal 
Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit  berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian Diani (2013) tentang” Pengaruh Pemahaman Akuntansi, 
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal 
Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris 
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Parlaman)”.  Hasil dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi dan peran internal audit 
berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah sedangkan pemanfaatan  sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  
 Penelitian Sari, dkk (2014) tentang pengaruh pemahaman standar 
akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi keuangan 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan 
bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan 
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sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
  Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Yuliani, dkk (2010), Diani (2013) 
dan  Sari, dkk (2014) adapun perbedaannya pada objek penelitian dan 
pengembangan variabel yang berbeda yaitu dengan objek di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan menambah variabel kompetensi sumber 
daya manusia.  
Berdasarkan urian diatas, masalah yang timbul dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati antara lain yaitu, karena Sistem 
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) belum sepenuhnya dapat 
meningkatkan efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, 
dan meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya 
(Subono, Pati 2016). 
Namun secara persepsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten Pati telah melaksanakannyan dengan sebaik mungkin, namun dalam 
kenyataannya yang ada pada SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka 
mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. 
Jadi hal ini menunjukkan bahwa SKPD belum sepenuhnya  memanfaatkan 
sitem informasi akuntansi keuangan daerah. Padahal sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah (SIKD) adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagain bagian dari sistem 
informasi manajemen pemerintah daerah. 
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Dengan berbagai informasi pengguna laporan keuangan, pemerintah wajib 
menyajikan informasi keuangan negara secara tersetruktur dan sisteematis sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehinngga seluruh informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan 
sebagai dasar dalam membuat perencanaan,melakukan pengendalian dan 
pengambilan keputusan. 
 Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah tersebut. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 
mengambil judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah 
di Kabupaten Pati).” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di 
identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam 
hal pengambilan keputusan. 
2. Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan karena belum menerapkan 
sistem informasi akuntansi keuangan dan kurangnya pemahaman akuntansi 
dari penyusun laporan keuangan.  
3. Laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang disajikan dengan 
data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum. 
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4. Pemerintah berupaya untuk, menyusun laporan berdasarkan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan 
keuangan daerah tersebut dapat meningkat. 
5. Kompetensi SDM kurang memahami laporan keuangan pemerintah daerah. 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis akan 
membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Hal tersebut dikarenakan 
topik yang diambil oleh penulis memiliki cakupan yang sangat luas yang 
mempunyai keterkaitan dan pengaruh terhadap topik lainnya. Penulis hanya 
memfokuskan kajian tentang lingkup satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten 
Pati yang diwakili oleh Kepala bagian dan karyawaan bagian keuangan/akuntansi. 
Pengguna laporan keuangan pemerintah menguraikan tentang pemahaman standar 
akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, 
peran internal audit dan kompetensi sumber daya manusia. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas,masalah yang akan diteliti dan 
dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Perangkat 
Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten  Pati? 
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Pati? 
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3. Apakah peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
Kabupaten Pati? 
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Perangkat Kerja 
Daerah (SKPD) Kabupaten Pati? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk  menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi   pemerintah 
(SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Untuk menganlisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
3. Untuk menganalisis pengaruh peran internal audit pemerintahan terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut:  
1. Bagi Penulis 
Untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan serta dapat mengaplikasikan teori dan praktek.  
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2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi Satuan 
Kerja Perangkat  Daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang 
berkualitas. 
3. Bagi Pihak lain 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan untuk penelitian  
selanjutnya di masa yang akan datang. 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8  Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I: PENDAHULUAN 
 Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
 Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir, dan hipotesis.Teori-teori yang digunakan berasal dari 
literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain 
yang relevan dan valid. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, sumber data, waktu dan 
lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, 
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definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang akan 
dipakai dalam melakukan penelitian. 
BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisikan pelaksanaan dari hasil penelitian yang terdiri dari hasil 
analisis data dan pembahasannya. 
BAB VI: PENUTUP 
 Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak 
perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan 






























 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Stewardship Theory 
Menurut Fajar (2012), Stewardship theory adalah teori yang 
menggambarkan situs dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-
tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan kepada sasaran hasil utama mereka untuk 
kepentingan organisasi. Stewardship theory atau disebut juga teori pengabdian 
atau pelayanan merupakan teori yang didasarkan pada asas kepercayaan pada 
pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi 
dicerminkan sebagai good steward yang melaksankan tugas yang diberikan oleh 
atasannya secara penuh tanggung jawab. 
Teori stewardship dapat diterapkan pada organisasi sektor publik seperti 
organisasi pemerintahan dan non profit lainnya ( Fajar, 2012). Stewardship theory 
memandang bahwa manajemen organisasi sebagai steawards atau pelayanan. 
Pemerintah daerah sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi 
yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan 
pemerintah. 
Dalam teori ini mengarah ke pendekatan governance yaitu menghasilkan 
informasi laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor 
sosiologis dan psikologis ( Fajar, 2012). Pertimbangan faktor sosiologis dilakukan 
pada saat analisis variabel peran internal audit dan kompetensi sumber daya 






Pertimbangan faktor psikologis dilakukan pada saat analisis variabel 
pemahaman standar akuntansi pemerintah serta pemanfaatan sistem informasi 
keuangan daerah berupa motivasi pimpinan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya. Ketika semua ini diterapkan dalam 
pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan menghasilkan 
kualitas laporan keuangan yang baik. 
Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para 
pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu 
hubungan keagenan (agent relationship). Dalam hal ini pemerintah berfungsi 
sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu 
yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai 
prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya.  
 
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
1.  Definisi Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang 
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 
tahun buku yang bersangkutan. Menurut Afiyah (2010: 164), Laporan keuangan 
yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil proses 
akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu 
tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku 
besar masing-masing akun. 
Menurut Bastian (2010: 96), laporan keuangan merupakan representasi 






Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif 
tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. 
Menurut Upabayu dan Putra (2014) laporan keuangan adalah catatan 
informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan Keuangan merupakan laporan 
keuangan yang tersetruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan 
sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. 
Hery ( 2012 : 3), mengartikan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 
dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan 
data keuangan atau aktivitasnya perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. 
Laporan keuangan merupakan alat yang menghubungkan perusahaan atau 
pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan 
kondisi kesehatan keuangan perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja 
perusaahan ataupun pemerintah daerah. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan 
keuangan, adalah laporan yang tersetruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan 
adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 






Menurut Harahap (2008: 201), laporan keuangan adalah output dan hasil 
akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan komoditi yang 
bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena ia dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan 
keuntungan. Laporan keuangan disajikan kepada banyak pihak yang 
berkepentingan termasuk manajemen, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak 
lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi 
dan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri. 
Berdasarkan Peraturan Menteri  Dalam Negeri No.71 Tahun 2010 ,Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari : 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau 
daerah,  yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 
dalam satu periode pelaporan. 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk memberikan ringkasan 
atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu 
entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang 










Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, 
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
d. Laporan Operasional 
Laporan operasional menyediakan untuk informasi mengenai seluruh 
kegiatan opersional keuangan entitas pelaporan beban, dan surplus/ defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 
dengan periode sebelumnya.  
e. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasional, invensari, aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non 
anggran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan 
saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. 
f. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya. 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 
angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan alporan arus kas. 
Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing akun transaksi 







Menurut Yuliani, dkk (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat 
disebabkan dari pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan keuangan itu 
sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah atau lemahnya peran internal audit. Dalam perkembangan kedepannya 
pemerintah daerah memerlukan perbaikan dalam hal meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
 Kualitas laporan keuangan sangat diperlukan demi terbentuknya 
pemerintahan yang baik. Kualitas pemerintah daerah mempengaruhi laporan 
keuangan yang dibuat sehingga laporan keuangan yang dihasilakn nantinya akan 
dapat digunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat laporan keuangan yang 
berkualitas antara lain pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan  Sistem informasi 
keuangan daerah (SIAKD)  dan Peran lnternal Audit. 
Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,antara lain : 
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur 
keuangan negara. 
b. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara. 
c. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, 






e. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 
f. Ketentuan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara / Daerah. 
g. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan 
pusat dan daerah. 
2. Tujuan Laporan Keuangan 
Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi 
keuangan suatu entitas dalam satu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas 
yang bersangkutan. Laporan Keuangan pemerintah daerah yang komprehensif 
dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas publik. 
Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan 
realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus atau defisit. Bagi pihak 
eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan 
daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan 
ekonomi, sosial , dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan 
digunakan untuk penilian kinerja.  
Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan 
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 
akuntanbilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 
dengan cara : 
a. Menyediakan  informasi  mengenai posisi sumber daya  ekonomi,    






b. Menyediakan  informasi  menegenai  perubahan posisi sumber daya  
ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. 
c. Menyediakan  informasi  mengenai  sumber , alokasi,  dan  penggunaan  
sumber daya ekonomi. 
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran. 
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai  
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai  
penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 
g. Menyediakan  informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan  
entitas pelaporan dalam mendanai ativitasnya. 
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif 
dan produktif yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan , 
sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan 
ketidakpastian yang terkait. 
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai : 
a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan  
anggaran. 
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 







Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk  
mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu 
mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga 
keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2010: 68). Informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.  
Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan 
sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,maka komponen 
laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen 
informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain 
itu, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah maka ketentuan 
laporan keuangan yang memenuhi informasi para pembayar pajak perlu 
mendapatkan perhatian ( Madjam, dkk, 2012). 
Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan 
pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. 
Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-
sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai aktifitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 
3. Kualitas Laporan Keuangan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Tahun 2010 menyatakan 
karakteristik kualitatif laporan keuangan keuangan adalah ukuran- ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 






yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut antara lain :  
a. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya dapat memepengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi 
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan 
dengan maksud pengguna. 
b. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian 
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 
dapat menyesatkan. 
c. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal 
dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama 
dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila 
entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 






baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
d. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 
memeiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 
entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 
informasi yang dimaksud. 
 
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 
Daerah 
 
1.  Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP) 
Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang 
terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah ( LKPD). Standar Akuntansi pemerintah merupakan prinsip-
prinsip akuntansi yang disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan 
akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara ( Fakhrurazy, 2009). 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses 
pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transi dan kejadian 






Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan 
yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,  Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintah     
(SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu Standard 
Akuntansi Pemerintah (SAP) juga dilengkapi dengan kerangka konseptual 
akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan dapat digunakan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat ( Abuzyadza,  2007). 
Standar Akuntansi Pemerintah mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur 
yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Dalam standar ini dijelaskan 
transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana 
mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.  
Menurut Wiraputra, dkk (2014), standar laporan keuangan merupakan 
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas 








Menurut Arif, dkk ( 2002: 60) ada beberapa syarat berikut harus dipenuhi 
oleh akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi akuntanbilitas 
keuangan yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu 
pedoman untuk akuntansi pemerintahan yang dapat diringkas sebagai berikut : 
a. Dapat Memenuhi Persyaratan Undang -Undang Dasar, Undang -Undang, dan        
Peraturan  lain.        
Akuntansi pemerintahan dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang ditentukan oleh Undang - Undang Dasar, Undang - Undang, dan 
peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi 
dan ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain tersebut bertentangan 
dengan Undang - Undang Dasar, Undang - Undang, dan peraturan lainnya. 
b. Dikaitkan dengan Klasifikasi Anggaran 
Sistem akuntan pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi 
anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi 
anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan 
keuangan negara serta harus diintegrasikan. 
c. Perkiraan-Perkiraan yang Harus Diselenggarakan  
Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan 
untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi.Perkiraan-perkiraan yang 
dibuat harus dapat menunjukkan akuntanbilitas keuangan negara yang andal 








d. Memudahkan Pemeriksaan Oleh Aparat Pemeriksa. 
Sistem akuntansi pemerintahan yang dikembangkan harus memungkinkan 
aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. 
e. Sistem Akuntansi Harus Dikembangkan 
Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi 
pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai 
efisiensi, efektivitas, dan relevan. 
f. Perkiraan-Perkiraan Harus Dikembangkan Secara Efektif 
Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan 
secara efektif sehubungan dengan sifat  dan perubahan lingkungan sehingga 
dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu 
program, pengukuran pendapatan, evaluasi belanja serta pendapatan surplus 
atau defisit anggaran. 
g. Sistem Harus Dapat Melayani Kebutuhan Dasar Informasi Keuangan Guna 
Pengembangan, Rencana, dan Program. 
Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan pra pengguna informasi keuangan. 
h. Pengadaan Suatu Perkiraan 
Perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data 
keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintahan baik pusat 







Menurut Afiah (2009: 34) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan adalah sebagai 
berikut : 
a. Akuntabilitas  
Fungsi akuntanbilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan 
perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya 
secra bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntanbilitas 
ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan 
akuntanbilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. 
b. Manajerial 
Selain tujuan akuntanbilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi 
keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi 
pemerintahan memungkinkan pemerintahan untuk melakukan perencanaan berupa 
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan strategi pembangunan lain, 
untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas 
kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. 
c. Pengawasan 
Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya 
pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat 
pemeriksa. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi 
yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan 






Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka 
pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan 
keuangan pemerintah daerah harus seseuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah  
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi 
yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari 
penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Menurut 
Oktaviani (2012), sistem  informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem 
akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. 
  Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang 
meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta 
pelaporan kuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Darah, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. 
Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah 
memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, 
transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. 
Pemerintah daerah seringkali kurang maksimal dalam memanfaatkan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, sehingga hal itu 
dapat menimbulkan kurang maksimalnya kualitas dalam penyusunan laporan 
keuangan yang dihasilkan. Menurut Yanto (2013), sistem informasi akuntansi 






keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi 
pejabat pembuat kebijakan fiscal dalam membuat keputusan. 
Sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah selain sebagai 
sistem juga melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam setiap pengelolaan 
keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan-
undangan yang berlaku serta pemanfaat akan sistem itu sendiri. Untuk 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sarana dan 
prasarana yang memadai serta pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem 
yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah  
(Ridwan, 2012). 
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang 
mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Keuangan Negara. 
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku 
pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, 
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 
harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 






Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem 
Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, 
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data 
terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai 
bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.  
Menurut Halim ( 2008: 35),akuntansi keuangan daerah dapat didefiniskan 
sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi 
(keuangan) dari suatu daerah ( provinsi, kabupaten, dan kota) yang dijadikan 
sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 
memerlukan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu 
sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan kinerja pemerintah 
daerah. 
3. Peran Audit Internal  
Salah satu tujuan sebuah SIA adalah membantu manajemen dalam 
mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Akuntan dapat membantu mencapai 
tujuan ini dengan merancang sistem pengendalian yang efektif dan dengan cara 
pengkajian sistem pengendalian sekarang yang dipakai untuk menjamin bahwa 
sistem tersebut beroperasi dengan baik. 
Pengendalian intern didefiniskan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, 
mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting dalam 






American Institute of Accountant ( AICPA) yang dikutip Bastian (2009: 47) 
menjelaskan penegendalian intern sebagai rencana organisasi dan semua metode 
serta ketentuaan yang terkoodinasi yang dianut oleh perusaahn untuk melindungi 
harta, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan 
efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah 
ditetapkan.  
Menurut Mahmudi ( 2010:  24) pengertian pengendalian intern adalah 
proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen ( 
eksekutif ) dan jajaran untuk memberikan jaminan atau kenyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, 
keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
Internal  audit merupakan kegiatan peniliaan yang independen dalam 
organisasi untuk mereview operasi sebagai jasa yang diberikan kepada 
manajemen. Menurut Mulyadi (2002: 29), internal audit adalah auditor yang 
bekerja didalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui 
apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh 
manajemen yang telah dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi serta 
prosedir aktivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang 
telah dihasilakan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi. 
Internal audit bertujuan untuk membantu entitas organisasi supaya bisa 
melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal audit akan menganalisis, 






pengawasan efektif dengan biaya yang wajar. Menurut Tim Penyusun Modul 
Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007), tujuan utama dari 
internal audit adalah membantu pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat 
daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 
Dalam penyusunan laporan keuangan peran internal audit sangat diperlukan 
dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
menganalisa, menilai dan memberi saran serta komentar tentang aktivitas yang 
diperiksa dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian peran internal 
audit sangat perlu demi menjamin kualitas laporan keuangan yang diinginkan. 
Menurut Setyo (2013), audit internal tidak diperkenankan untuk menerima 
tanggung jawab atas fungsi-fungsi atau tugas-tugas  non audit yang secara 
periodik menjadi objek penelitian audit internal. Peran audit internal dapat dilihat 
sebagai nilai tambah dalam meningkatkan efektifitas dari tata kelola organisasi 
pemerintahan. Internal auditor senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan 
melengkapi setiap kegiatan dengan penilian langsung atas setiap bentuk 
pengawasaan untuk dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. 
Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif 
dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 
operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi 
dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan 
berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan evektivitas proses pengelolaan 







4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan 
mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi 
mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang 
dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. 
Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau 
standar yang digunakan. 
Menurut  Hervesi, 2005 dalam Indrisari 2008, Kompetensi adalah ciri 
seseorang yang dapat dilihat dari ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang 
dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankannya kepadanya.  
Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam 
menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memeiliki 
kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif, dan 
ekonomi. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu  dan 
terdapat pemborosn waktu serta tenaga. 
Joseph Riwukaho (1998) dalam Widodo mengumukakan bahwa SDM 
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. 
Sumber Daya Manusia atau personalia merupakan faktor determinan yang harus 
tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor 
pembiayaan dan prasarana. 
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas 
sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan 






kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi 
dalam laporan keuangan. 
Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan 
laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia 
tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman menegenai hal-hal yang 
harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan 
disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan yang disajikan 
maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan ( Mardiasmo, 2002: 
146). 
Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik 
yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa penegetahuan, ketrampilan, 
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksaan tugas jabatannya, sehingga 
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )  tersebut dapat melaksanakan nya tugasnya secara 
profesional, efektif dan efisien ( Keputusan Kepala BKN Nomor 46A 2007) 
dalam Devi Roviyantie (2011). 
Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP)  telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu 
perubahan yang bersifat paradigmatik. Sementara perubahan yang lebih bersifat 
pragmatik yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan. Perubahan itu sudah 
sampai pada tehnik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam sistem akuntansi 






fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan,serta 
pengawasan ( Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik ,2006).  
Perubahan tersebut membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia yang 
berkualitas yaitu mampu melaksankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup 
memadai (Widodo dalam Kharis, 2010). 
Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008), untuk menilai kapasitas 
dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk 
akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi  sumber daya 
tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan 
merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi 
jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik.  
Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan / 
organisasi. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber 
daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian sumber 
daya manusia, yaitu: 
a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). 
b. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 
sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang 
dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam 






c. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 
dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam 
memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan 
laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 
ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri, 2010). 
Dalam Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus 
harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan 
latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan 
sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM), yang bekualiatas akan mampu 
memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia 
pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak 
pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan 
dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ( Warisno, 2008). 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
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   Lanjutan Tabel 2.1.... 
 









Yuliani, dkk (2010), metode 
kuesioner, sampel 22 SKPD 
bagian akuntansi atau 
penatausaha keuangan pada 
SKPD di lingkungan 
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Hasan dan Anisma (2014), 
Metode Kuesioner dan 
Sampel 26 SKPD. 
Bahwa variabel 
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2.3 Kerangka Berfikir 
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
penting. Faktor-faktor tersebut yaitu Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
(SIAKD), Peran Internal Audit, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Berdasakan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh 
penelitian ini yang menyangkut tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disederhanakan dalam 














Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP)  (X1) 
 
Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah  (X2) 
 Peran Internal Audit (X3) 
 
 Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM)  (X4) 
Kualitas Laporan Keuangan 






 Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa variabel bebas 
(independent variable) adalah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, 
dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sedangkan variabel terikat 
(dependent variable) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap          
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualiatas laporan keuangan pemerintah 
di Indonesia. Pemakaian standar akuntansi ini cenderung dilakukan karena dapat 
memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi 
keuangan sebagai bahan pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan 
kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindarkan. 
 Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik akan menghasilkan 
kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain 
laporan keuangan yang relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan 
berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintaha  dan 
penyajian yang lengkap atas seluruh informasi. 
 Sari, dkk (2014), menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi 
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut pemahaman standar akuntansi 






penelitian  yang dilakukan oleh Megawati,dkk (2015), Udiyanti, dkk (2014), Sari, 
dkk (2014), Wati, dkk (2014), Diani (2013), Yuliani, dkk (2010) dan Nugraheni, 
dkk (2008), menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah yang 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  
 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah: 
H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap      
       kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah         
terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah 
 
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi 
yang digunakan dalam mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah 
dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Silviana (2013), 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dievaluasi sebagai 
nilai tambah dalam kinerja pemerintah daerah. 
 Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang benar akan memudahkan 
dalam menyediakan informasi yang handal, akurat dan dapat dipertanggung 
jawabkan.  Hal itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang 
dapat disajikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam 
pengambilan keputusan.  
Sari, dkk (2014), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 






pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan akan meningkat.  
Penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah adalah Megawati, dkk (2015), Sari, dkk (2014), 
Wati, dkk (2014),Yensi, dkk (2014) dan Yuliani, dkk (2010). 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah : 
H2:  Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh  
        positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
2.4.3 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
Internal audit merupakan aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang 
dirancang untuk menambha nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Menurut 
Roufique (2010), peranan internal audit adalah untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian intern dan proses good 
governance. 
Internal audit memainkan peranan penting pada pencegahan kecurangan 
pelaporan keuangan dan mengurangi biaya yang signifikan pada kegiatan yang 
serupa. Dengan adanya keterlibatan fungsi audit internal maka akan mengarahkan 
pada lingkungan yang lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya 
kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga peran internal audit 
dalam penyusuna laporan keuangan akan meminimalisir kesalahan serta 






 Menurut Udiyanti, dkk (2014), menyatakan bahwa peran internal audit 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Semakin baik peran internal audit itu sendiri, semakin baik pula kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan. Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Sari, 
dkk (2014), Diani (2013), dan Yuliani, dkk (2010). Oleh karena itu dalam 
penelitian ini penulis mencoba menguji kembali pengaruh peran intrnal audit 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah : 
 H3: Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap  
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Widodo (2010) mengemukakan bahwa determinan yang harus tersedia dan 
 melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahj selain faktor pembiayaan 
dan prasarana. Sementara itu kondisi dilapangan banyak terdapat hambatan 
mengenai kapasitas sumber daya manusia itu sendiri dan implementasinya. 
Kurangnya moralitas dan disiplin aparatur,rendahnya motoivasi,inovasi dan 
kreativitas kerja, penempatan aparatur yang tidak sesuai kondisi yang hampir 
terjadi pada sebagian besar SKPD meskipun tidak dipungkiri terdapat SKPD yang 
berjalan dengan baik.  
 Megawati, dkk (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan 






kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka kualitas laporan keuangan yang 
akan dihasilkan. Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Wati, dkk 
(2014), Sari, dkk (2014), dan Isthika, dkk (2014). 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini adalah : 
H4: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap 








3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian 
sampai terlaksananya penelitian ini yaitu bulan Oktober sampai November. 
Lokasi penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pati. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang 
data penelitianya berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran 
(Widoyoko, 2012: 21). 
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2011: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, 
sekertaris daerah, dan sekertaris DPRD. Jumlah SKPD Kabupaten Pati adalah 60 







Sampel menurut Wiyono (2011: 76) adalah bagian populasi yang terwakili 
dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik dari populasi yang 
terwakili. Sampel penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Pati yaitu pegawai bagian 
yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan dimasing-masing 
SKPD Kabupaten Pati yang berjumlah 60 SKPD. 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 
sampling jenuh, yang termasuk dalam teknik non probability sampling. Sampling 
jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel dan teknik non probability sampling adalah teknik penentuan 
sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut 
(Sugiyono, 2011: 62). 
Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 
1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada 
SKPD Kabupaten Pati. 
2. Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau 
tata usah keuangan pada SKPD Kabupaten Pati. 
Pegawai, kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan 
pada  SKPD dipilih sebagai responden karena kebijakan apapun yang terjadi di 
pemerintahan pusat akan ditindak lanjuti melalui kepala SKPD. Pimpinan yang 




pengelolaan anggaran dengan menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Inspektorat dipilih karena Itjen bertugas memeriksa laporan keuangan yang telah 
dibuat oleh SKPD. 
3.4 Data dan Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
3.4.1 Data  
1. Data primer  
Menurut Bungin (2011: 132) data primer adalah data yang langsung diperoleh 
dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer 
dipilih sebagai sumber data agar data yang didapat benar-benar akurat sehingga 
dapat membuktikan hipotesis yang ada. 
Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai beban untuk 
menghitung variabel-variabel penelitian dan pengumpulan datanya dengan cara 
memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden yang berisi 
tentang  pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah (SIAKD), peran internal audit dan 
kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
2. Data Sekunder 
Menurut Bungin (2011: 132) data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder 




melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)( 
Indriantoro,1999:147). 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner 
merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data 
dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden tersebut untuk 
memberikan jawabannya (Suliyanto, 2009: 140).  Kuesioner dalam penelitian ini 
dibagikan kepada pegawai  bagian yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata 
usaha keuangan di SKPD Kabupaten Pati. 
 
3.6 Variabel –Variabel Penelitian 
1. Variabel Terikat( Dependen) 
Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2011: 4). Dalam 
Penelitian ini yang merupakan variabel terikat (dependen) adalah kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
2. Variabel Bebas (Independen) 
Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang memengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2011: 4). 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (Independen) adalah: 
pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1), pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah (X2), peran internal audit (X3), dan kompetensi sumber 





3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur 
variabel-variabel tertentu di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan 
jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. 
 Variabel bebas (independen) terdiri dari empat variabel yaitu pemahaman 
standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah, peran internal audit dan kompetensi sumber daya manusia dan variabel 
terikat (dependen) terdiri dari satu variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
1. Variabel Dependen 
a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Dianai (2013), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
merupakan nilai dari hasil laporan keuangan yang mencakup unsur-unsur yaitu: 
1) Relevan  
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan,apabila informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat, sesuai tindakan yang akan 
dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Deangan kata lain relevan merupakan 
kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi kemampuan pemakai 
laporan keuangan, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau 







Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 
dan kesalahn yang material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. 
3) Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. 
4) Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangandapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 
Variabel ini diukur 5 pernyataan dengan indikator tingkat relevan, tingkat 
keandalan, tingkat keterbandingan, dan tingkat keterpahaman yang diadaptasi dari 
penelitian Yuliani,dkk (2010). Menurut Sari, dkk ( 2014) kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah daerah diukur dengan skala likert 5 point ( 1= Sangat 
Tidak Setuju (STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3= Netral (N), 4= Setuju (S), 5= 









2. Variabel Independen 
a. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan pemahaman prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah (Sari,dkk 2014). Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan 
dengan indikator tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan 
prinsip akuntansi serta tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur 
dalam laporan keuangan mengacu penelitian Yuliani, dkk (2010). Menurut Sari, 
dkk ( 2014), pemahaman standar akuntansi pemerintah diukur dengan skala likert 
5 point ( 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3= Netral (N), 4= 
Setuju (S), 5= Sangat Setuju (SS) ). 
b. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) 
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan 
sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam penyusunan 
laporan keuangan pemerintah daerah ( Yuliani, dkk 2010). Variabel ini diukur 
dengan 5 pertanyaan dengan indikator tingkat kecepatan, tingkat keamanan, 
tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil yang mengacu penelitian Yuliani, 
dkk ( 2010). Menurut Sari, dkk (2014), pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah diukur dengan skala likert 5 point ( 1= Sangat Tidak Setuju 








c. Peran Internal Audit 
Peran internal audit adalah proses pemeriksaan internal atas pengendalian 
yang dilakukakan manajemen apakah berjalan dengan baik serta efektif, hingga 
unit-unit yang menjalankan sudah selesai dengan prosedur-prosedur yang telah 
ditetapkan ( Nicho,2014). Variabel ini dapat diukur dengan 5 pertanyaan dengan 
indikator penilian keandalan informasi keuangan, penilaian ketaatan, penilaian 
kinerja, penilaian efisiensi dan efektivitas program dan tingkat obyektivitas 
auditor internal mengacu pada penelitian Yuliana, dkk (2010). Menurut Diani 
(2013), peran internal audit diukur dengan skala likert 5 point ( 1= Sangat Tidak 
Setuju (STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3= Netral (N), 4= Setuju (S), 5= Sangat 
Setuju (SS). 
d. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan 
mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut  
Hervesi,2005 dalam Indrisari 2008), Kompetensi adalah ciri seseoranga yang 
dapat dilihat dari ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya 
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankannya kepadanya. 
Variabel ini dapat diukur dengan 4 pertanyaan dengan indikator yaitu 
pemahaman terhadap peraturan dan standar, Interaksi dengan sistem, Kontrol 
terhadap SDM, dan Pendidikan dan training mengacu pada penelitian  
(Hervesi,2005).  Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kemampuan teknik 




Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) kompetensi sumber daya 
manusia (SDM) diukur dengan skala likert 5 point ( 1= Sangat Tidak Setuju 
(STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3= Netral (N), 4= Setuju (S), 5= Sangat Setuju (SS) 
). 
                                                    Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
 






















































masing SKPD dalam 
penyusunan laporan 
keuangan pemerintah 
daerah ( Yuliani, 2010). 
 
1. Tingkat kecepatan 
2. Tingkat keamanan 
3. Tingkat efisiensi 
biaya 
4. Tingkat kualitas 
hasil 












Lanjutan Tabel 3.1...... 
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1. Peniliaan keandalan 
informal keuangan 
2. Peniliaan ketaatan 
3. Penilian kinerja 
4. Peniliaan efisiensi dan 
efektivitas program 
5. Tingkat obyektifitas 
auditor internal 
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1. Peraturan dan standar  
2. Interaksi dengan sistem 
3. Kontrol terhadap SDM 














merupakan nilai dari 
hasil laporan 
keuangan 
1. Tingkat relevansi 
2. Tingkat keandalan 
3. Tingkat keterbandingan 












3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1  Uji Instrumen 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran 
(Widoyoko, 2012: 51). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan  menggunakan skala Likert, 
dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 
variabel (Sugiyono, 2007: 107). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 5 
alternatif jawaban “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju” dan 
“sangat setuju”. Skor yang diberikan adalah sebagai berikut: 
 Sangat Tidak Setuju  = skor 1 
 Tidak Setuju   = skor 2 
 Netral     = skor 3 
 Setuju    = skor 4 
 Sangat Setuju    = skor 5 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dalam penelitian ini 
sangat di tentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti. Untuk itu dalam 
penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan reabilitasnya. 
Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). 





1. Uji Validitas 
Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup 
menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. Dengan kata 
lain, suatu instrument pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya 
diukur, atau mengukur apa yang hendak kita ukur (Morissan, 2012: 103). Uji 
validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 
2010: 89).  
Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur 
tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data 
yang diinginkan peneliti (Bungin, 2011: 98). Suatu alat ukur yang validitasnya 
tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang 
terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana 
suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.  
Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing 
pernyataan dengan skor total. 
Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut: 
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Dimana: 
X  = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
Y  = skor total yang diperoleh dari seluruh item 




∑  jumlah skor dalam distribusi Y 
∑   jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 
∑   jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
Taraf signifikan yang digunakan alpha (α) = 5% apabila r hitung > r tabel 
maka dikatakan valid (Wiyono, 2011: 113). Setelah diketahui bahwa pernyataan 
yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas. 
2. Uji reliabilitas 
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable 
atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto, 2010: 84).  
Pengertian reliabilitas menurut (Suliyanto, 2009: 149) adalah sejauh mana 
hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan 
secara berulang relative sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki 
tingkat reabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu 
variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha (Wiyono, 
2011: 116), dengan rumus: 
α = 
  
        
 
Dimana:  
α = koefisien realibilitas 
r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 




Menurut Sunyoto (2010: 84), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable 
jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Sedangkan untuk memudahkan 
perhitungan reliabilitas ini, digunakan alat bantu komputer dengan program IBM 
SPSS 20 (Statistical Package For Social Science) For Windows. 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinyan asumsi 
tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 
dengan kenyataannya. 
Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 
penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun sebaliknya jika data 
memiliki nilai probabilitas < 0,05 maka model regresi tidak memenuhi 
asumsi normalitas (Ghozali, 2011:164).  
Selain itu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011: 




penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 
histogram dari residualnya.  
Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai beikut (Ghozali, 2011: 163) 
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 
garis   diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel  bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu (1) nilai tolerance dan lawannya variance 
inflasion factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi  
gejala multikolinieritas ( Ghozali, 2011: 139). 
c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaaan ragam dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika ragam dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 




regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas 
(Ghozali, 2011: 164) 
Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
heterokedastisitas adalah dengan  melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi  
variabel dependen dengan residualnya. 
Selain menggunakan grafik plot, bisa menggunakan uji statistik yang lebih 
dapat menjamin keakuratan hasil. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas yaitu uji park, uji glejser dan uji 
white. Penelitian ini menggunakan uji glesjser dengan meregresikan nilai absolute 
residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan hitung lebih besar dari 
alpha = 5%, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai 
signifikan hitung kurang dari alpha = 5% maka dapat disimpulkan bahwa model 
regresi terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.8.3 Uji Kelayakan Model 
1. Pengujian secara bersama-sama atau simultan uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang 
dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 





Ha = semua variabel independen dalam model mempengaruhi variabel 
dependen. 
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik uji F dengan kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut: 
a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 
derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif 
yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 
signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan denan nilai F menurut table. Bila 
nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
2. Koefisien  Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. 
  Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 
rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 
sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 




 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 
tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 
itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² 
dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam 
model (Ghozali, 2011: 97). 
3.8.4 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan 
variabel dependen dengan suatu atau lebih variabel independen (Ghozali, 
2001:95). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 
yang ditimbulkan menggunakan regresi berganda sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +......e 
Keterangan: 
Y  = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
a  = Nilai kostanta 
b = Koefisien regresi 
X1  = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 
X2  = Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah 
X3  = Peran Internal Audit 
X4  = Kompetensi Sumber Daya Manusia  




3.8.5 Pengujian Hipotesis 
Pengujian Hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses 
inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi 
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 191). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2011: 98).  
Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh masing-
masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Nugroho, 
2005: 54).  
Rumus t hitung : 
t hitung = 
  
      
 
dimana : 
bi = koefisien regresi variabel independen 
Se = Standar error variabel independen 
Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011: 99): 
a. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 
derajat kepercayaan sebesar 5 % dan t lebih besar 2 (dalam nilai absolute), 
maka menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 













ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran  Umum Responden 
4.1.1   Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 
Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional 
yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti 
Surabaya, Semarang dan Jakarta. Adapun peta orientasi Kabupaten Pati terhadap 
Pulau Jawa dan kota-kota besar sebagaimana terlampir. 
Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15’ - 1110,15’ 
BT dan 60,25’ -70,00’LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 
59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha bukan lahan sawah. Adapun batas-batas 
wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebai berikut :  
1. Sebelah utara : wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 
2. Sebelah barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara 
3. Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten. Blora 
4.  Sebelah timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. 
 
4.1.2   Deskripsi Responden Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati 
yang dilaksanakan sejak Oktober 2016 sampai selesai dengan menyebarkan 
kuisioner kepada 60 responden. Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan 
tehnik non probability sampling yaitu Pegawai yang melaksanakan fungsi 
akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Pati dan pegawai yang 
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bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usah keuangan 
pada SKPD Kabupaten Pati. 
 Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan rincian pembagian dan pengembalian 
kuesioner. Tabel tersebut juga mengonfirmasikan tingkat pengembalian ( respone 
rate) dan tingkat pengembalian yang digunakan ( usable respons rate). 
                                                     Tabel 4.1 
                      Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
                                     Keterangan            Jumlah 
Kuesioner yang dikirim                60 
Kuesioner yang kembali                60 
Kuesioner yang dapat digunakan                60 
Kuesioner yang tidak kembali (60-60)                 0 
Tingkat pengembalian kuesioner (60/60 x 100%)               100% 
Tingkat pengembalian yang digunakan (60/60 x100%)               100% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui kuesioner, kuesioner yang dibagikan 
sebanyak 60 kuesioner. Setelah melalui pengecekkan tidak ada kuesioner yang tak 
lengkap pengisiannya sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan. 
Tingkat pengembalian kuesioner ( response rate) sebesar 100%, dihitung 
dari presentase jumlah kuesioner yang kembali tanpa memperhitungkan kelayakan 
responden ( 60 kuesioner) dibagi total yang dikirim ( 60 kuesioner). Tingkat 
pengembalian kuesioner yang dapat digunakan ( usable respons rate) sebesar 
100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner  dengan memperhitungkan 




Dari hasil kuesioner diperoleh gambaran responden sebagai berikut :                                  
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden 
berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.2 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
No Jenis kelamin Jumlah (orang)  Persentase (%) 
1 Laki-laki 30 50% 
2 Perempuan 30 50% 
Total  60 100% 
     Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 
60  responden  menunjukkan  penggolongan  berdasarkan  jenis kelamin,  jumlah 
kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  laki-laki  lebih  banyak  dengan 
persentase  sebesar  50%  atau  30 orang  dari  total responden,  sedangkan untuk 
kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah perempuan persentasenya sebesar 












2. Karakteristik Responden Umur 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan Umur dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 4.3 
Responden berdasarkan Umur 
No Umur Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. <20  tahun - - 
2. 20-30  tahun 10 16,7% 
3. 31-41  tahun 20 33,3% 
4. 41-50 tahun  30 50% 
5. >50 tahun - - 
 Total 60 100% 
 Sumber: Data diolah, 2016 
 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 60 responden, 
sebagian responden berumur antara  <20 tahun, dengan persentase sebesar 0% 
dari total responden, diikuti dengan responden yang berumur 20-30 tahun dengan 
persentase sebesar 16,7% , selanjutnya responden yang berumur 31-40 tahun 
dengan persentase 33,3% dan yang paling besar responden yang berumur 41-50 
tahun hanya terdapat 50% dari total responden. 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan  
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.4 
Responden Berdasarkan Jabatan 
No Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. Kepala bagian keuangan 30 50% 
2. Staf bagian keuangan 30 50% 
3 Lainnya - - 
 Total 60 100% 
Sumber: Data diolah, 2016  
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 60 responden, 
sebagian besar responden yang menjabat sebagai kepala bagian keuangan dengan 
jumlah persentase 50% dan yang menjabat sebagai staf bagian keuangan dengan 
jumlah persentase 50%. 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.5 
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. D3 20 33,3% 
2. S1 35 58,3% 
3 S2 5 8,3% 
 Total 60 100% 
Sumber: Data diolah, 2016  
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 60 responden, 
sebagian besar responden yang berpendidikan terakhir S1 dengan jumlah 
persentase 58,3% , selanjutnya adalah D3 dengan persentase sebesar 33,3%, dan 
yang paling sedikit adalah responden dengan pendidikan terakhir S2 dengan 
persentase 8,3%. 
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pelatihan Tentang Akuntansi 
Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden 







Responden Berdasarkan Pelatihan Tentang Akuntansi 
No Pelatihan Tentang 
Akuntansi 
Jumlah (orang)  Persentase (%) 
1 Ya 24 40% 
2 Tidak 36 60% 
Total  60 100% 
     Sumber: Data diolah, 2016  
 Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 60 
responden menunjukkan penggolongan berdasarkan pelatihan tentang akuntansi, 
jumlah responden yang pernah mengikuti pelatihan tentang akuntansi dengan 
persentase sebesar 40% atau 24 orang dari total responden, sedangkan untuk yang 
tidak pernah mengikuti pelatihan tentang akuntansi persentasenya sebesar 60% 
atau 36 orang dari total responden. 
 
 4.2.    Pengujian Dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Statistik Deskriptif 
 Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran objek pengamatan secara 
umum, dalam penelitian ini digunakan statistik deskriptif. Pada penelitian ini, 
statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-
rata (mean) dan simpangan baku (standar deviasi) dengan N merupakan 
banyaknya responden dalam penelitian. Deskriptif statistik semua variabel yang 









Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
                                                         Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pemahaman _SAP 60 6 10 8,50 1,295 
Pemanfaatan_SIAKD 60 16 24 20,20 2,015 
PIA 60 15 25 20,68 3,105 
Kompetensi_SDM 60 30 50 39,93 5,683 
KLKPD 60 15 25 20,73 3,313 
Valid N (listwise) 60     
Sumber: Data diolah, 2016 
Tabel di atas menunjukan satistik deskriptif dari variabel-variabel yang 
diteliti. Variabel pemahaman SAP memiliki nilai minimum sebesar 6, nilai 
maksimum sebesar 10 rata-rata sebesar 8,50, dan standar deviasi sebesar 1,295. 
Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai 
minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 24, rata-rata sebesar 20,20, dan 
standar deviasi sebesar 2,015. Variabel peran internal audit memiliki nilai 
minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 20,68, dan 
standar deviasi sebesar3,105.  
Variabel kompetensi SDM memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai 
maksimum sebesar 50, rata-rata sebesar 39,93, dan standar deviasi sebesar 5,683. 
Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai minimum 
sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 20,73, dan standar 




4.2.2 Hasil  Uji Instrumen Penelitian 
1.  Uji Validitas 
Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Sunyoto, 2010: 89).  
Agar mengetahui validitas konstruk suatu instrument atau alat pengukur 
adalah dengan mengkorelasikan skor atau nilai yang diperoleh pada masing-
masing pertanyaan atau pertanyaan dari semua responden dengan skor atau nilai 
total semua pertanyaan atau pertanyaan dari semua responden. Tingkat validitas 
item diketahui dengan membandingkan nilai rxy dengan nilai rtabel. dihitung dengan 
degree of freedom (df) = N-2, sehingga df = 60-2=58, n (0,05;58) yaitu 0,2542. 
Apabila rxy>rtabel maka item tersebut valid dan sebaliknya apabila rxy<rtabel maka 
item kuisioner dinyatakan tidak valid. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dengan teknik pearson 
correlation serta uji reabilitas menggunakan teknik cronbach alpha diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 4.8. 
  Hasil Uji Validitas Pemahaman SAP 
No Pearson 
Corelation 
r table Batas 
Sign 
Keterangan 
1. 0,634 0,254 0,05 Valid 
2. 0,745 0,254 0,05 Valid 
 Sumber : Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel pemahaman SAP dari item_1 sampai item_2 tersebut valid/ layak 
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digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika 
dibandingkan dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.9. 
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
No Pearson 
Corelation 
r table Batas 
Sign 
Keterangan 
1. 0,755 0,254 0,05 Valid 
2. 0,711 0,254 0,05 Valid 
3. 0,615 0,254 0,05 Valid 
4. 0,788 0,254 0,05 Valid 
5. 0,706 0,254 0,05 Valid 
           Sumber: Data diolah,2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dari item_1 
sampai item_5 tersebut valid/ layak digunakan sebagai instrument penelitian, 
karena nilai rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.10. 
Hasil Uji Validitas Peran Internal Audit 
No Pearson 
Corelation 
r table Batas 
Sign 
Keterangan 
1. 0,806 0,254 0,05 Valid 
2. 0,582 0,254 0,05 Valid 
3. 0,607 0,254 0,05 Valid 
4. 0,786 0,254 0,05 Valid 
5. 0,791 0,254 0,05 Valid 
            Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel peran internal audit dari item_1 sampai item_5 tersebut valid/ layak 
digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika 





Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 
NO. Pearson 
Corelation 
r table Batas Sign Keterangan 
1. 0,601 0,254 0,05 Valid 
2. 0,740 0,254 0,05 Valid 
3. 0,713 0,254 0,05 Valid 
4. 0,693 0,254 0,05 Valid 
5. 0,616 0,254 0,05 Valid 
   6. 0,598 0,254 0,05 Valid 
7. 0,548 0,254 0,05 Valid 
8. 0,531 0,254 0,05 Valid 
9. 0,563 0,254 0,05 Valid 
10. 0,639 0,254 0,05 Valid 
            Sumber: Data diolah, 2016 
 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel kompetensi sumber daya manusia dari item_1 sampai item_10 tersebut 
valid/ layak digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih 
besar jika dibandingkan dengan rtabel product moment. 
Tabel 4.12. 
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,696 0,254 0,05 Valid 
2. 0,791 0,254 0,05 Valid 
3. 0,441 0,254 0,05 Valid 
4. 0,765 0,254 0,05 Valid 
5. 0,528 0,254 0,05 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari item_1 sampai item_5 
tersebut valid/ layak digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung 
lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel  product moment. 
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2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengukuran 
dapat memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali 
terhadap subjek yang sama. Dengan kata lain uji reliabilitas merupakan kriteria 
tingkat kemantapan atau konsisten suatu alat ukur (kuesioner). Pengujian 
dilakukan dengan metode Cronbach’s Alpha. 
Nilai alpha antara 0,8 sampai dengan 1 dikategorikan sebagai reliabilitas 
baik, nilai alpha antara 0,6 sampai 0,79 dikategorikan sebagai reliabilitas diterima, 
dan nilai alpha kurang dari 0,6 dikategorikan sebagai reliabilitas kurang baik. 
Hasil reliabilitas dapat dilihat selengkapnya seperti di bawah ini: 
Tabel 4.13. 
Hasil Uji Reliabilitas 
No Nama Variabel Cronbach 
Alpha 
Nun nally Keterangan 
1. Variabel Pemahaman SAP 0,917 0,6 Reliabel 
2. Variabel Pemanfaatan 
Sistem Informasi Keuangan 
Pemerintah Daerah 
0,807 0,6 Reliabel 
3. Variabel Peran Internal 
Audit 
0,810 0,6 Reliabel 
4. Variabel Kompetensi SDM 0,775 0,6 Reliabel 
5. Variabel Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
0,801 0,6 Reliabel 
Sumber: Data diolah, 2016 
Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel diperoleh nilai 
Cronbach Alpha lebih dari kriteria suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai 
alpa lebih besar dari 0,6 yang mana menjelaskan bahwa semua variabel 
menunjukkan kuatnya reliabilitas. Dengan demikian maka seluruh uji instrumen 
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yang terdiri dari validitas dan reliabilitas mmenuhi persyaratan untuk dipakai 
dalam pengambilan keputusan penelitian. 
 
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi normal 
atau tidak, dengan menggunakan alat uji analisis metode Kolmogorof Smirnov. 
Uji ini digunakan untuk membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf 
signifikan 0,05. Apabila nilai sign hitung > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
Hasil niai normalitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.14. 
Hasil Uji Normalitas 















Kolmogorov-Smirnov Z 1,032 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,237 
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kolmogorov 
smirnov test untuk Unstandardized Residual sebesar 1,032 dengan alpha 5% 
perbandingan antara alpha dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 
diketahui bahwa nilai sig > alpha maka artinya distribusi residual normal. Dan 
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disini terbukti jika Asymp Sig Sebesar 0,237 lebih besar dari alpha 5% (0,05) 
sehingga menunjukan bahwa distribusi data dalam penelitian normal. 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh 





Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh 
dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah 
berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua cara 
yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Jika 
VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas 






Hasil Uji Multikolinearitas 
No. Variabel VIF Tolerance  Keterangan 
1. Pemahaman SAP 
2,071 
0,483 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
2. Peran Internal Audit 
5,174 
 0,193 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 






Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
4. Kompetensi SDM 
1,989 
0,503 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.14. menunjukkan 
bahwa semua model regresi mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui bahwa tidak 
ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 
0,1. Begitu juga VIF masing-masing variabel tidak ada yang korelasi yang 
sempurna antara variabel bebas (independent), sehingga model regresi ini tidak 
ada masalah multikolinearitas. 
3.Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
heteroskedastisitas adalah dengan  melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi  
variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah 
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 








Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
heteroskedastisitas adalah dengan  melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi  
variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah 
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Berikut adalah gambar uji heteroskedastisitas dengan hasil uji gleszer : 
Tabel 4.16. 
                                         Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Pemahaman SAP 
0,736 
Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah 
0,277 
Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Peran Internal Audit 
0,997 




Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Sumber : Data diolah, 2016 
 





Tabel 4.16 diatas menunjukkan semua nilai signifikansi variabel 
pemahaman sap, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran 
internal audit dan kompetensi sdm terhadap ebih besar dari 0,05, sehingga ketiga 
variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
 
4.2.4 Hasil Uji Kelayakan Model 
1. Uji F 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2005: 84). 
Tabel 4.17. 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (F) 
                                                                        ANOVA
a
 




Regression 478,572 4 119,643 38,900 ,000
b
 
Residual 169,161 55 3,076   
Total 647,733 59    
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.17. di atas, menunjukkan signifikansinya  adalah 0,000 
atau kurang dari 0,05. Nilai Fhitung  lebih besar dibandingkan dengan Ftabel (pada df 
4;55)  yaitu 647,733 > 2,54 maka model regresi yang digunakan sudah tepat atau 
fit, yaitu pemahaman sap, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah, peran internal audit dan kompetensi sdm secara simultan atau bersama-
sama  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antar 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2 
yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
mempredikasi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005: 83). 
Tabel 4.18. 








R R Square Adjusted R 
Square 





 ,739 ,720 1,754 1,458 
Sumber: Data diolah,2016 
Berdasarkan tabel 4.18. di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 
0,720 atau 72%. Maka pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan kompetensi 
sumber daya manusia dapat menjelaskan 72% variasi variabel kualitas laporan 










4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu 
model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independent. Hasil ari 
uji akan menunjukkan apakah ada pengaruh pemahaman SAP, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan kompetensi 
SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pati. 
Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis adalah: 
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + ε 
Tabel 4.19 
Hasil Model Regresi Linier Berganda 
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,792 2,824  ,988 ,327 
Pemahaman_SAP ,501 ,222 ,196 2,257 ,028 
Pemanfaatan_SIAKD -,198 ,107 -,131 -1,861 ,068 
Peran_Internal Audit ,661 ,105 ,619 6,270 ,000 
Kompetensi_SDM ,102 ,049 ,174 2,095 ,041 
Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.19. diketahui model regresi linear berganda sebagai 
berikut: 
KP= 2,792+ 0,501X1- 0,198X2 + 0,661X3 + 0,102X4 + e 
Berdasarkan persamaan regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi 
untuk variabel pemahamn SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah, peran internal audit dan kompetensi SDM terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterangkan bahwa: 
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1. Nilai konstan (Y) sebesar 2,792 berarti jika pemahamn SAP, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan 
kompetensi SDM adalah 0, maka kualitas laporon keuangan pemerintah 
daerah akan tetap sebesar 2,792.  
2. Nilai koefisien X1 sebesar 0,501 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel pemahaman SAP sebesar 1 satuan sementara variabel independen 
lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,501.  
3. Nilai koefisien X2 sebesar -0,198 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 1 
satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka Kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar -
0,198. 
4. Nilai koefisien X3 sebesar 0,661 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel peran internal audit sebesar 1 satuan sementara variabel independen 
lainnya tetap, maka Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,661. 
5. Nilai koefisien X4 sebesar0,102 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel kompetensi SDM sebesar 1 satuan sementara variabel independen 
lainnya tetap, maka Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan 






4.2.6    Pengujian Hipotesis 
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara 
individual terhadap dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 
2005: 84). Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan nilai t yang 
terletak didaerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesis benar sebesar 0,05. Jika t- 
hitung > t-tabel maka H0 ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel. 
a. Variabel pemahaman SAP 
Hasil analisis uji t untuk variabel pemahaman SAP diperoleh nilai dan 
thitung sebesar 2,257 > ttabel 2,000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,028 berarti 
lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima, yang artinya pemahaman SAP 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
b. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
Hasil analisis uji t untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah diperoleh nilai dan thitung sebesar -1,861< ttabel 2,000 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,068 berarti lebih kecil dari 0,05 maka H2 ditolak, yang 
artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak 






c. Variabel Peran Internal Audit 
Hasil analisis uji t untuk variabel peran internal audit diperoleh nilai dan 
thitung sebesar 6,270>ttabel 2,000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 berarti 
lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima, yang artinya peran internal audit 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
d. Vaeriabel Kompetensi SDM 
Hasil analisis uji t untuk variabel kompetensi SDM diperoleh nilai dan 
thitung sebesar 2,095>ttabel 2,000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,041berarti lebih 
kecil dari 0,05 maka H4 diterima, yang artinya kompetensi SDM berpengaruh  
positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang searah antara pemahaman SAP memberikan yang signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai thitung 2,257 dan nilai signifikan 0,28. Maka disimpulkan pemahaman 




Oleh karena nilai thitung>ttabel (2,257>2,000) maka H1 diterima, yang berarti 
bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil ini pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP)  di 
Kabupaten Pati memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Semakin tinggi pemahaman standar akuntansi pemerintah 
(SAP), maka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
secara signifikan. 
Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi 
suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang 
telah diatur dalam peraturan perundang-undanagan yang berlaku. Hal ini sejalan 
dengan stewardship theory yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai 
steward atau pelayanan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 
organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sehingga dalam 
penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat 
komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi agar hasil outputnya 
lebih baik. 
Oleh karena itu sangat diperlukan standar akuntansi pemerintah yang baik 
agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) 
merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, maka 
dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian 
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laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan 
lebih berkualitas.  
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Megawati,dkk 
(2015), Udiyanti, dkk (2014), Sari, dkk (2014), Wati, dkk (2014), Diani (2013), 
Yuliani, dkk (2010) dan Nugraheni, dkk (2008), yang menghasilkan bahwa 
pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi menunjukkan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang searah antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah dengan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung -
1,861 dan nilai signifikan 0,68. Maka disimpulkan pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
Oleh karena nilai thitung> ttabel (-1861<2,000) maka H2 ditolak, yang berarti 
bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 




Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIAKD) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan 
fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses 
penyusunan laporan keuangan telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi 
belum tentu akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan 
menghemat waktu dalam proses penyusunan ( Isthika, dkk,  2014). 
 Dan ada juga alasan lainnya adalah kenyataan pemerintah dengan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah belum sepenuhnya 
dapat mempertinggi efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan 
kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan 
pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksankannya dengan 
sebaik mungkin, namun pada kenyataannya bahwa SKPD belum bisa 
membuktikan mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah yang baik ( Diani,  2013). 
Akan tetapi penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  
oleh Istikha, dkk (2014) dan Diani (2013), yang menghasilkan bahwa 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
4.3.3 Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang berbalik antara peran internal audit dengan  memberikan pengaruh 
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yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung 6,270 dan nilai signifikan 0,000. Maka 
disimpulkan peran internal audit  berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
Oleh karena nilai thitung> ttabel (6,270>2,000) maka H3 diterima, yang berarti 
bahwa peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
Hal ini didasarkan atas jawaban responden yang menyatakan rata-rata 
setuju apabila dalam penyusunan laporan keuangan terdapat kekurangan dan 
kelemahan maka auditor internal yang mempunyai kompetensi yang baik 
melakukan tindakan serta pemecahan masalah terhadap kekurangan serta 
kelemahan  dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan stewardship theory 
yang menyatakan bahwa dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan 
sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan atasanya secara 
penuh tanggung jawab dan menyajikan keuangan yang berkualitas. 
Sebagaimana diketahui bahwa peran inspektorat terhadap nilai informasi 
laporan keuangan pemerintah sangtlah tinggi yang terlihat dari laporan keuangan 
yang memiliki keandalan informasi yang dipengaruhi oleh inspektorat sebagai 
internal audit. Sehingga dengan tanggung jawab dan nilai kedisiplinan yang tinggi 
dari internal audit itu sendiri, maka dapaat mempengaruhi hasil dari laporan 




Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sari, dkk 
(2014), Diani (2013), dan Yuliani, dkk (2010), yang menghasilkan bahwa peran 
internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
4.3.4 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan      
            Pemerintah Daerah 
 Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang searah antara kompetensi SDM dengan memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung 2,095 dan nilai signifikan 0,41. Maka disimpulkan 
kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Oleh karena nilai thitung>ttabel (2,095>2,000) maka H4 diterima, yang berarti 
bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Megawati, 
dkk (2015), Wati, dkk (2014), Sari, dkk (2014), dan Isthika, dkk (2014) yang 
membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan antara 












 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab di atas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pemahaman SAP berpengaruh positif  signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi 
sebesar 0,028<0,05 atau nilai thitung> ttabel (2,257>2,000). Hasil penelitian 
ini sejalan dengan Megawati, dkk (2015), Wati, dkk (2014), Sari, dkk 
(2014), Udiyanti, dkk (2014), Diani (2013), Yuliani, dkk (2010), dan 
Nugraheni, dkk (2008).  
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar 0,068<0,05 
atau thitung> ttabel (-1,861<2,000). Hasil penelitian ini sejalan dengan Istikha, 
dkk ( 2014) dan  Diani (2013). 
3. Peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan nilai uji 
signifikansi sebesar 0,000<0,05 atau thitung< ttabel (6,270>2,000). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan Sari, dkk (2014), Diani (2013), dan Yuliani, 
dkk (2010) 
4. Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi 
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sebesar 0,041<0,05 atau nilai thitung> ttabel (2,095>2,000). Hasil penelitian 
ini sejalan dengan Megawati, dkk (2015), Wati, dkk (2014), Sari, dkk 
(2014), dan Isthika, dkk (2014). 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkam dapat memberikan 
gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya: 
1. Penelitian ini hanya berfokus pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten pati yang belum mencerminkan tingkat satuan 
perangkat kerja seluruh Indonesia. 
2. Penelitian ini hanya mencakup empat variabel bebas yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan 
kompetensi sumber daya manusia (SDM), padahal masih terdapat banyak 
variabel bebas yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat instrumen 
berupa kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan 








Berdasarkan adanya keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, adapun 
saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan hasil 
yang lebih baik, yaitu : 
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan bagi peneliti untuk melakukan 
penelitian yang lebih luas wilayah dan pada bidang yang berbeda dan tidak 
hanya di kabupaten pati. 
2. Hasil dari penelitian ini juga masih terdapat variabel-variabel bebas lain yang 
mempengaruhi dalam penelitian ini. Bagi penelitian berikutnya hendaknya 
hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian 
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